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'%,.guntar
Pembaca e-lHB yang setia, isu Hak

Kekavaan Inteiektual seirakin mengemuka
ketiki informasi globa I dengan sangat
mudah dapat diperoTeh secara on-line. Ketika
kepentingin ne$ara berkembang dikalahkan
seiara tidak adil oleh negara-negara maiu,
kesadaran menghargai karya cipta semaktn
menslobal. InEone:sia sbndirl memiliki
sekuianq-kurang tuiuh U U tentang HKI, yaitu
UU No:29 Th2000 Tentang Perlindungan
Varietas Tanaman, UU No' 30 Th 2000 Tentang
Rahasia Dasang, UU No' 31 Tahun 2000
Tentans Des;in'lrrdustri, UU No.32 Th 2000
TentanE Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
UU NoY 14 Th 2001 Tentang Paten, UU No. 15

Th 2001 Tentans Merek, din (7) UU No. 19 Th
2002 tentang Hak Cipta.

Pembaca e-lHB Yang setia, dalam
mensamati nerk'embanian H KI itulah redaksi
mcn5mpilkin Isu Al(tual Seputar Hak
Kekavain Intelektual meniadi bahasan utama
I HB Vol 32 No 3 tahun 2013. Seperti biasanya,
artikel utama ditulis oleh para pakar hukum,
vaitu Agus Sardlono: "Masalah Kepastian
Hukum -dalam Peherapan Hukum Kekayaan
Intelektual", Tomy S' Utomo: "Perlindungan
Farmtr's Ri g/rfs di'dalam Ir'U PVT Indonesia
dan India: "sebuah Kaiian Komparatif:, Budi
Asus Riswandi: "Kelerirbagaan Hak Kekoyaan
hTelekrual dan Pengern'bangan Ekonomi
basi Crentiae CliV", -Annisa -S.Y. Ridwan:
"Tineeung Jawab'Penyedia lasa Filt Hosting
atas FElanssaran Hak Cipta yang Dilakukan
oleh PensEilna, dan Dini W. K;riodimcdio:
"Merk V|Y)omain Name dan Utriform Domoin
Natue Dispute Resolulion Pd1lry (URDP) dalam
Perspektif UU ITE".

Dalam bahasan utama ini, Agus Sardjono
memberikan penekanan terhadap kepastian
hukumnva sbbagaimana tercermin - dalam
oendapitnya bahiva meskipun masalah HKI
hlduking pula olch konvi:nsi internasional
vane telaJr diratifikasi namun pengaturannya
hi lidonesia lebih karena kebutuhan untuk
menvesuaikan diri dalam arus ekonomi
elobil. Akibafnva, sistem perlindungan
[ekavaan yang diberlakukan tiilak dipahami
secala meiatalahkan oleh orang-orang yang
berkecimpung di dunia hukum.

salah satu neqara agraris di kawasan Asia,
kebiiakan vanE dikeluarkan oleh pemerintah
sehdrusny6 iufa. melindungi hak.petani yang
meruDakan bagran terbesar clan Komponen
masyirakat lidonesia. Kelebihan 

- yang
dimiliki of eh tfie PPV FR Act India dapat
disunakan sebagai model ata u acuan terhadap
DefsiaDan amandemen uu yvI lndonesla.
t)alani perspektif industri kreatif, Budi A.
Riswandi menekankan bahwa dalam konteks
perlindunqan HKlmemerlu kan suatu Iembaga
lntermediiri HKI di bawah Kepaia Daerah.
Kebutuhan tersebut utamanva untuk wilayah-
wilayah yang dapat dikategirrisasikan sebagai
cfeafioe ctty.

Pembahasan Annisa S.Y Ridwan
mensaitkan HKI dengan dunia maya.
DikaTakannva bahwa: " "Aktivitas bisiris
penyedia. iitl, f,tt hosting dapat mengan(am
hak subtektli para pemegang naK cIpta,
sehingsa' penyeilia jasa memiliki kewaiiban
hukuin- untrik mencegah agar perilaku
Densgunanva tidak merugikan pemedang hak
biptX'tutr #elaksanakan -aktivitas bisnisnya."
Sdmentara itu, ientang UUI ITE Dina W.
Kariodimedio menegas-kan: "Meski bertolak
dari konseri vane Serbeda, namrm sebagai
uoava harnloriisas"i antara IJU ITE, UU Merek,
dan- UDRP, perlu dilakukan revisi terhadap
UU ITE aq'ar mengakomodasi pemberian
eanti keruiian terh-adap cqbersqualter dan
ttu Merek' untuk memasukkan ketentuan
mengenai domain name, sehingga mampu
memtrerikan perlindungan yang -o-ptimal atas
penggunaan merek sebagal aontaln name'

pefulaian Vanq sama dalam melihat dan
inem pertiniban?kan keadaan memaksa dalam
permbhonan peinya taan pailit. "

Sebaeai bahan, redaksi menerbitkan
undanslundans vanq terkait dengan HKI,
vaitu tIU No.*td Talu n 2002 teniang Hak
Cipta.

Pembaca e-JHB Yang setia, selamat
membaca. (WDR)

Redaksi iusa menvaiikan satu artikel
ndamoinoi YAnakali Utans vane latuhDendampinsi oApakoli Utang yang Jatuh

Waktn Sela'1u Dipat Ditagih?"'karya S,itiWaktu Selafu Dapai Ditaeih?"- karya Siti
Anisah. Ia men6gaskan 'bahwa: " . UU
Kepailitan tidak inemberikan ielasaKepailitan tidak memberrkan penlensan
vairs rinci, apakah utanq vang wa'k tu selalu
i{anXt ditasih. Hakim trdA ddak memilikidapat ditagih. Hakim

Tomy S. Utomo,
mengkaitkan the PPVFR
UU -PVT. DikatakannYa

secara spesifik
Act lndia dengan
bahwa: "Sebagai
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EDITORIAL
Sse,a'W

AMANAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MELTNDUNGT
PENGETAHUAN LOKAL DAN SUMBER DAYA GENETIK

Hak kekayaan intelektual adalah cara utarrra untuk
rnelindunn kepentingan penemu. Keprihatinan
serius m[ncu] 

'ketika sistim ini diteripkan ke
negara-negara di mana sumber utama liekayaan
ekSnominVa berasal dari pengetahuan lokal dan
sumber dlya eenetik (i,lh*at? ous knowledge and
serct ic ftnterials\.Aset iiu iarlne memenuhilyarat
"t.rntuk dipatenkan atau 'dilinilungi melalui hak
cipta adaJra I, sangat penting unhrk penemuan
pirduk bioteknoldsi baru. Tidak menAherarkan,
konsensus vanq b"erkembang meyalini bahwa
FIak Kekayhan" lntelektua I IFIKI)' konvensi onal
sansat tidik nlemadai.

dutll* ary*ittlbahwa, HKI (Paten) memiliki
beberapa dampak nega HJ terhadap prinsip
hak liedautatan negaia atas sum-bei daya
genetik mereka dan sampai batas tertentu
iada penggunaan berkelanjutan, dalam
bentuk peny?lewengan langsung <lan tidak
langsuns keanekaragaman hayan, sumDer
day"a g;nedk, dan p"engetahuair rradisional,
vairs disebut sebagai "b[opiracy." HKI (Paten)
'dikriti k telah meleiitimasi "biopirnal' densan
meningkatkan konientrasi kapisitas peneliEan
dan p6ngembangan di tangin sektor sn'asta
(terutami terdiri 

"atas perusahaan bioteknologi,
universitas,danleribaga'pena;tian;aay Rembiayaan
vang Eryanhmg pacla daru sej<tor swa$a,
hefrprom"osikan-pelebar. an kesenjangan. tel,nologi
antara neeara matu dan neqara berKembang
dan memdatasi ketersediaan b"ahan penelitian. -

Fakta menr.niukkan bahwa hampir 80%
dari input bakusenetik yanq disunakan
dalam biotel,nolo# "berasal dari 

"negari-negara

berkembanq di - kawasan tropis. Negara-
nesam ter;ebut secara substansidl terbelalang
dibYandinekan dmgan negara-negara indwd
pemilik tElarologi di"clunia. FIal itu mmiadi tidak
idil, mergingat"hampir seperempat ituirlah obat
resep vani diiual di Ainerika Senlcat mengandung
bahari ak[f yang diekstraksi atau bera-sai dai
tanaman, vang pa?a tahun 1990 saia peniualannya
mencapailSS i55 miliar. Secara globa.l;lebih dari
100 resep obat yang dibuat dari tanasvn, TS%
berasal dari peniehfiuan lane berasal dari tradisi
tisan masy#adt adat.r' Sa*yangnya, sebagian
besar negara pemasoKnya beluln merloapaKan
keuntunian dari eksploitisi tersebut. Satu laporan
dari PB:B memperkiraka-tr bahwa kerugian
negara-negara ber:icembang sebagai akibat -dari

pdnanlaaian bahan geneEk tanpa pendekatan

kompensasi mencapai US $ 5l miliar/tahun.
Sahr contch vane mengsarnbarkan kesmiangan

dalam manfaaivaris dite"ri?E secara slobal'adJah
kasus tanaman"'tafak dara" (the ro{v perftoin]dc),

asfi Madasaskar. Menurut Char]es R.'Mdr{anis,
Eli Lilly, perusahaan farmasi Amerika Serikat,
mengembangkan dua alkaloid sebagai obat
melaiwan kaiker pada 1960 yans ber-asal dari
tapak dara dan tehh memperblelipaten Ketika
pa-ten telah habis, EIi Ljlly dikabarkan- memperoleh
iatusan iuta dolar tanpa memberikan komi:ensasi
apa pun'unhr-k. masyaiakat asli It[adagaskai. Kasus
tdpak dara merupakan mntoh ketidal<adilan,

Contoh indikasi geografis di lndonesia, yang
ootensi nilai ekono-mis-nva d.imanjaatkan 

-oleh

benzusaha Tepane adal;h kopi Toraia. Kasus
ini ireneem"u.ta s5telah adanva normi indikasi
geosr#i! yang diperkenalk# oleh Persetuiuan
Tratre Relaied lntellectunl Proptty Rrgftfs (TI{IPs).
Bagaimana perlindLrngan terhadap pengetahuan
traEisional ilan sumb6r daya gerieiik Iirdonesia
laiirnva yang belum memperoJeh perlindr.rngan
rezini FIKI? kini. baru bebbrapa prbduk indi[asi
qeoqrafis Indonesia yang ielalx bersertifikat,
Sntjla lain Kopi Kint6mafu BaIi, Kopi Arabika
Gayo, Lada Putih Muntok, Mebel Ukiran Jepara,
Teirbakau Mole Sumedang, Tembakau Hitam
Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung
tombok, dan Beras Adan Krayan.

Pemerintah seharusnya segera melaksa.nakan
perLindungan atas pengelahutn lokal dan sumber
ilava sen6tik, seb'agairnana antara lain diatur
dalamT'asal 63 ayat n) huruf i LrlJ No. 32 Th 2@9
tentang PPLH. Mekanisme izin harus segera
disusdir untuk penssunaannva, vakni dilakulkan
oleh pemerintih Eenean r;ras(rarakal hukum
adat yang memiliki -p.engetahuan fadisional
atas sumber daya genetik. Terutama, bagaimana
membagi keuriruiean yang diperoleli secara
adil. ldkait densai misyaialaf hukum adat,
juga diamanaikan-dalam Pisal 63 ayat (1) huru{ t.

D tinskat dunia korrvensi yang memberikan
pertindurigan atas pengetahuari lol6l dan sumber
dava goietik misalnva, Konvensi Paris 1883,
Itotok6l Ma.drid ataupun Perianiian Lisabon 1958,
dan llotokol Nagoya yang mangatur pembagi
ker:ntunqan dafr 

- pe-nranfaatan- sumber day
eenetik Bementara itu, fo-m intemasional lair

€nn
oayaKeunnrnqan cl.tn Dernaruaauln surnoer oaya

eenetik &mentara itu, forum intemasional lairg
Xronqr rn rci dan menskaitkanva denoan m,asalahirurgquir dan mengkaitkanya denganmengumg dan mengkar$(anya clengan nu$aran
HKl'adalah W alrl In-telpch nl Prcpefty- Orpn isation
({Mrrro).(sA)

I charles R McManis, "Tlle Itterface Betlveen Intemational Intellectuai Propeny and Environmental Protection: Biodiversity and Biotechnology"'76
wash. U. l,.Q. 255 \1 998), hlm.262-26s.
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ARTIKEL PENDAMPING

SITI ANISAH

Fakultas Hukum Universitas lslam Indonesia
anisahraharjo@gmail.com

APAKAH UTANG YANC JATUH WAKTU SELATU
DAPAT DI TAGIH?

One of bankruptcy petition filing
conditions is the exisien?e cif debt. Law N6.
4 of 1998 does not rcgulate the definition
of debt which reached its matufity and
claimable as one of bankruptcy petition
filine condifions. The definition of tiaturitv
whiTh is claimabie is available on trte
explanatory annex part of Article 2 clause
(l)Law No. 37 o{ 2004. However, it does
no{ give any furtlter detailed explanation,
particularlv'if anv debt which has reached
'its maturitv is alwavs readv to be claimed in
case force h'raieure happeis. Supreme Court
evenclid notbrovide ii tune peispective and
consideratioh uDon the tedal rist of force
maieure for bankruptcy peiition filing. Such
foice majeure condition raises questi6n on i[
the debt which reached its matufity becomes
claimable or noL Regarding obiettive force
majeure argument fn the Ease' of PT Bank
Niaga Tbk1. PT Barito Pacific Timber Tbk,
triei of law argued that the debt had not
reached its mituritv vet and cottld not be
claimed since it requiied further vindication
on district court leiel in relation to the effect
of force majeure outcome. Meanwhile, in the
liquidation team oI Bank Harapan Sentosa
v. PT Osaka Indah, the trier of law approved
subiective force majeure argument without
reqiiring any further vindication on coutt.
ln'the cise df PT Panin Lestari Intemusa v.

W Plaza Indonesia Tbk, trier of law argued

Salah satu persyaratan pemyataan paili
adalah adanvi utanq. Undang-Undani No
4 Tahun 1998 tidaf mengat*ur penge"rtiar
q!-q. yulg jatuh. .waktu dan "dapa
clltagrh sebagar salah satu persvaratal
perriohonan bernvataan pailit. Perigertiar
irtang yang iaiuh waktu dan dapat ditagil
dapat 

- ditemukan dalam penjelas"ar
Paial 2 ayat (1) Undang-Undang I
Tahun 2004, namun peniormaanriya
rinci, terutama apakah utang yang
waktu selalu dapat ditaeih dilim h
keadaan memaksa. M"ahkamah r
tidak memiliki penilaian vanq sama dal
melihat dan mbmpertim6an{kan kead
memaksa dalam permohonan pemyat
pailit, apakah menjadikan utang- ja
waktu dapat di tasih atau tidak. Berkai
dengan kbadaan -memaksa obiekrif dal
PT Bank Niaga Tbk, v. PT B'arito Pac
Timber, Tbk, tr4ajelis Hakim menyatal
utang debitor belum iatuh tempo dan tid
dapat ditagih, karena perlu pembuktian
Peirgadilai Negeri terliadap dampak akil
adaiva keaddan memaksa. Sementi
itu, dalam Tim Likuidasi Bank Harap
Sentosa v. PT Osaka Indah, Majelis
menerima keadaan memaksa sr
tanpa meminta adanya pembdktia
kea?aan memaksa di PenEadilzin. PT Pani
Lestari Intemu sa v. PT -Plaza

Tbk., hakim berpendapat alasan kt
memaksa atau force maieure relatif
pemutlsan pe4an jian sewa tempat
harus ditolak.

_ Kata Kunci: utang, jatuh waktu dan
ditagih, keadaan memaksa,
pemyataan pailit. Pengadilan
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ARTIKEL PENDAMPING

PENDAHULUAN

Utang yang Jatuh Waktu dan
Dapat Ditagih

Syarat adanya utang yang jatuh waktu
dan dapat ditagih adalah syarat kumulatif.
Meskipun terdapat kata "dapat ditagih"
ha1 ini tetap diartikan bahwa setiap utang
yang jatuh waktu memberikan hak kepada
kreditor untuk menagih kepada debitor.
Namun demikian, keberadaan kata "dapat"
membutuhkan pemb uktian lebih lanjut bahwa
kewajiban debitor benar-benar telah sampai
pada saatnya untuk ditagih oleh kreditor.

Hal yang harus diingat adalah tidak semua
kewajiban debitor yang tidak dipenuhinya
menjadikan kreditor dapat memaksanya
untuk memenuhi perikatannya. Dengan
perkataan lain, tidak setiap wanprestasi
debitor dapat dituntut pemenuhannya oleh
kreditor. Lebih lanjut, meskipun debitor
wanprestasi tidak otomatis persyaratan
permohonan pemyataan pailit terpenuhi. Hal
ini mengingatbahwa di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
dikenai adanya suatu keadaan memaksa
(ouermacht ata,t force majeure). Keadaan
memaksa merupakan suafu alasan pembenar
(rechtaaardigingsgrond) untuk membebaskan
seseorang dari kewajibannya.a Dengan
demikian, tidak setiap utang debitor yang
telah jatuh waktu seketika dapat ditagih saat
terdapat suatu keadaan memaksa. Fred B.G.
Tumbuan berpendapat bahwa konsep force
maj eure atarkeadaan memaksa memrnjukkan
kalau ada suatu alasan bagi debitor untuk
tidakberprestasi karena ia terhalang, sehingga
debitor tidak boleh dipaksakan, karena ada
alasan pemaaf.5

Berkaitan dengan masalah kepailitan,
meskipun pada masa berlakunya
F aillissementsa erordening, baik berdasarkan
pendapat para ahli di bidang hukum
kepailitan maupun yurisprudensi, tidak
4 Mariam Darus Badrulzanan et. al, Konpilasi Hukun Perikalatt,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001: 25.

5 hltp:/lwwwhllkumonline.com/delail.itsp?id=i 1346&cl=wawatcara,
"Fred BG Tumbuanr Terobosan Bescr Undang-Undang Kepailitan

Ada di PKPU," Akses l1Oktober2004.

dua hal. Pertama. apa sebenarnya makna
utang jatuh waktu dan dapat ditagih? Apa
penilaian hakim jika utang debitor telah jatuh
wakfu namun terdapat keadaan memaksa?

Salah satu persyaratan pemyataan pailit
adalah adanya utang. Undang-Undang No.
4 Tahun 1998 mensyaratkan pernyataan
pailit terhadap debitor yang mempunyai
dua kreditor atau lebih dan tidak membayar
sedikitnya saiu utang yang jatuh n'aktu dan
dapat ditagih.l Selanjutnya U:rdang-Undang
No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan debitor yang
mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak
membayar lunas sedikihrya satu utang yang
telah iatuh waktu dan dapat ditagih.2

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak
mengatur pengertian utang yang jatuh
waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu
persyaratan permohonan pernyataan pailit.
'Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat
dita"gih dapat ditemikan dalam penielaGan
Pasal z ayal (t ) Undang-Undang No. 37 Tahrxl
2004. Namun, terdapat penormaan yang
sama, baik di dalam Undang-Undang No 4
Tahun 1998 maupun Undang-Undang No. 37
Tahun 2004, yaitu "...utang yang tatuh 'akiu
dan dapat ditagih." :

Undang-Undang Kepailitan tidak secara
tegas menjelaskan kapan saat utang iatuh
wJktu dan dapat ditagih. Namun, keberadaan
kata "dapat" membutuhkan pembuktian lebih
lanjut biJrwa kewajiban debitor yang telah
jatuh waktu benar-benar telah sampai pada
saatnya untu k ditagih. Permasalahannya
adalafi, bila ada keadaan memaksa, apakih
utang debitor langsung iahh waktu dan dapat
ditagih? Tulisan ini mencoba menguraikan

I Undang-Undangini mengubah Faillissemenlsl)erodening melalui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undan8-Utdang No I Tdilun 1998

tanggal 22 April I 998 tenhn8 Perobalun atas Und:mg-Undarg rentang

Keparlitan, t.ernbaranNegara Republik IndonesiaNo 87, yang disetul ui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat meqiadi Llndang-Undang No 4 lahun

1998 lenlang Per babaD atas Undang'Undarg tontang Kepailitan
menjadi Undang-Undang pada 9 Septembef 1993. Lembaran Negara

Republik Indoresia Iahun t998 No. 135.

3 (lnda g-Ilnddng No. 4 Tahun 1998 digarti dengat tindang-Undang

No. 3 7 TahDn 2004 pada | 8 Oktober 2004, Lem baran Negaia Republik

Indonesia lahuo 2004 No. l3l Tambahan t,ernbaran Negara Republik

lndonesio No. 4441.

j UDdang-Undang No. 4 Tahln 1998 dan Undary-UndaB No. 37 TalNt 2004

menggurakan istilah "iatuh \laktu." Istilah "iatuh $'aku" maupm 'lal$h

tenpo"digunakair dalam puhsan Pengadilan Nia€j1 dan putusan Mabkamah

Agung. Penelilian ini pun mempcrgunakan kcdur istilah alr! denSan alasan

lgrd?!,Jatkar Ka Le Berur Balmsa /r.?on€$a (Jakart d: Balai Rdlka 2002),

hal. 462 dan I I 69, istilahjal!fi uaktu tidat dapat ditem!fta4 t'ang ada adalah

jatuh $ak1q ndrnun po.geftian tempo sama dengan pengenian $aktu Jatih

tempo adalah hor3s !\il(lu ncmhav.rtn auu penet r maan s$l du dengan ydng

teldh diletapkan; sldah le\tat $t*!.nyai kadaltana.

JI.JRNAL I IIJKIJM BISN]S IO)



terdapat kesatuan pendapat berkaitan clenga n
peng6rtian keadaan berhdnd membayar utaig.
i\amun. terdapat dalil keadaan memaksa
sebagai dasai penolakan permohonan
pemvataan pailit. Artinya, pengertian berhen ti
ineriUayar ti4aai apabiia seotairg debitor tidak
membavar bukan karena keadaan memaksa
atau k6jadian tiba-tiba yang tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban kepada
debitor (oaeintacltt), namun berdasarkan
keberatan-keberatan yang oleh hakim dapat
dianggap bera.lasan, sehingga hakim dapat
nrenganggap keadaan berhenti membayar
tersebut ada.6 Walaupun secara etimologi,
istilah " toestand" berarti keadaan penghentian
kewaliban membayar, yang pada umumnya
baru ada,lika orang menrbiarkan debitor tida k
membayar lebih dari satu utang.T Dengan
oerkataan lain, debitorberada dalam keadaan
berhenti membayar kewajibannya ketika ia
tidak membayar kepada lebih dari satu orang
kreditornya.

Selanjuhrya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 antara lain
menyatakan "...tidak membayar sedikihrya satu
utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.'."
Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur
kapan saat u tang lahrh tempo dan dapatditagih.
Suhtu utang ja"tu} tempd dan dafat clitagih
apabila uting itu sudah waktuhya unt-uk
dlbayar.s Daiim perjanjian biasan:ya d iatur
kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat
ditiagih, dan wanpreitisi salah saiu pihak dala m
oerianiian dapat mempercepat iatuh tempo
iuai, ritutrg.n Meskipun da.lafir perjanjian jatirh
tempo uia-ng diatui ketika te4adi default,t0
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Potusan H.R. 6 Desember 1951, N.J. 1953 7, dalam Siti Soemarti

Hadot\o, Pengantdr lluku Kepsilitan dan Penundaa PembaldruL

Yob-akarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukrm UGN{, ttS l: 9; dan

Vicior lU. Situnoraru & Heddri SoEkarso- Pcrrgdr.ldr llr*um Kepaihtun

di lndonesia, l^kafta kineka Cipl4 i 994 : 40.

N E. Algra, ft'antrr 
^rildl 

grkum FackznaA drcse Belanda [ndanesia,

Badung: Bina Cipla, 1983: 5?1.

I Kartinj Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip l]mum Hukum Ke-

pailitan," dalan Rudhy A. Li,ntnh- et. al., Penwlesaion UtanS-Piulang

fielalui Pdilit atau PenmduM Kevajiha Pe thaytran Utonq, Ban'

dung: Alunni, 2001 : 80. Lihat pula SetiaNan, "Beberapa Catalan ientang

Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan," dalan Emmy

Yuhassarie, ?dr, (hdang-unddng KePaililan da Pefientbangannya,

Jakarta: Md*amah Agumg & Pusdt Pengkajian Hukun! 2004: 123.

9 Karlini Muljadi, Penged.ian..., Ioc. cit.

10 ,q/o!, adal.rh kelalaian unuk msmenuhi kewajiban yeng ditetapkan

dalam kontrak, rnisalnya kelalaiah untuk me bayar utang yang sudah

lrabis lehporya. Lihat llRA Rivai wirasasmita, -(atatd Lengkap Eka'

,ofli, gandunF Pioner Jafa, 2002: I I 7.

tanggal pembayarannya dapat dipercepat
serta utang menjadi jatuh tempo dan dapat
diiagih seketika sesuai dengan syarat dan
ketentuan suatu pe4anjian.11 |ika perjanjian
tidak mengatur jatuh waktu, maka debitor
dianggap Ialai apabila dengan surat tegutan
ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu
debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi
utangnya.l2

Terdapat pula pendapat yang berbeda,
yang menyatakan jika tidak ada kesepakatan
tentang jatuh waktu, maka pemenuhan
pe4anjian itu dapat dimintakan setiap saat
oleh kreditor.13 Untuk menghilangkan
keraguan kapan debitor memiliki suatu
kewaiiban berdasarkan suatu perjanjian atau
wanprestasi, sistem perundang-undangan
Indonesia mengenal iembaga somasi atau
lembaga pemyataan lalai (ingebrekestelling).
Namun, menurut yurisprudensi Mahkamah
Agung, penggr.rnaan lembaga hukum itu dapat
ditiadakan, caranya adalah secara langsung
mengajukan gugatan ke Pengadilan.l+

Dalam praktik penegakan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 dapat ditemukan pembelaan
debitor terhadap permohonan Pernyataan
pailit yang diajukan oleh kreditor, karena utang
yang dimiliki oleh debitor telah jatuh waktu
tetapi tidak dapat ditagih, katena terdapat
keadaan memaksa. Maielis hakim antara lain
memberikan pertimbdngan hukum bahwa
belum adanya pembuktian keadaan memaksa
di Pengadilan Negeri, menjadikan utang
debitor tidak memenuhi syarat pembuktian
sederhana untuk dinyatakan pailit. Pendapat
majelis hakim tersebut dapat ditemukan
dalam PT Bank Ninga, Tbk. a. PT Barito Pacific
Tirnber, Tbk.15

PT Barito PaciJic Timber, Tbk (debitor) telah
menerbitkan obligasi atas unjuk dengan nilai

Penilaian Pengadilan terhadap Utang

) I Kartini Muljadi, Pengertian..-, l(X. cit.

12 Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek.

13 l..ihat puta Selia\aaG Seberapa Cataian..., op. cli.: I2J.

l4 bid.

l5 PurusM Pcngadilan Niaga dalam PT Bank Niaga, Tblc v. PT
Bqriro Pacilii Timber, t6t ., lrtu. 03nailit'2u02,TN.Niagr/Jt1
Pst,, Putusan Mahkmrah Agung No. 09I(N/2002, dan Putusan
Mahkamah Agung No. l3PK,T.I/2002.
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nominal sebesar Rp 400.000.000.000,00. PT
Bank Niaga Tbk. (kreditor) adalah wali
amanat. Atas penerbifan obligasi tersebut
debitor membuat dan menandatansani Akta
Pengakuan Utang pada 15 Mei i997, yang
mengakui utangnya kepada para Pemegang
obligasi. Pengakuan utang ini dilakukan
oleh debitor kepada kreditor yang bertindak
untuk dan atas nama pemegang obligasi.
Pada saat kupon bunga obligasi ketujuh
iatuh tempo pada 10 Januari 2001, debitor
tidak dapat memenuhi keu.ajibannya. Atas
keterlambatan ini diadakan beberapa kali
Rapat Umum Pemegang Obligasi, namun
debitor tetap tidak dapat memenuhi kewajib-
annya. Selaniutnya kreditor mengajukan
permohonan pernyataan pailit. Terhadap
permohonarr pemyataan pailit yang diaju-
kan oleh kreditornya ini, debitor mengajukan
pembuktian adanya keadaan memaksa yang
menimpanya, yaitu berupa gempa bumi di
Pulau Mangole (Maluku) pada 29 Novem-
ber 1998, yang mengakibatkan hancumya
pabrik-pabrik milik debitor. Meskipun PT
Barito Pacific Timber, Tbk. dapat membuk-
tikan adanya keadaan memaksa yang men-
impanya yaitu berupa gempa bumi di Pulau
Mangole (Maluku) pada 29 November 1998
yang mengakibatkan hancurnya pabrik-
pabrik milik debitor, namun majelis hakim
berpendapat bahwa hal itu hanyalah bukti
awal dan perlu dibu&tikan lagi seberapa jauh
dampak akibat keiadian keadaan memaksa
tersebut dapat mempengaruhi kemampuan
membayar debitor kepada kreditor, sehingga
membutuhkan pembuktian yang tidak
sederhana dan harus melalui proses perdata
biasa di peradilan umum. Untuk itu permo-
honan pemyataan pailit ditolak.16

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mem-
bernrkan pertimbangan hukum hakim Peng-
adilan Niaga yang menyatakan pembuktian

force majeur tidak sumir (sederhana). Namun
satu hakim Mahkamah Agung berbeda
pendapat dengan menyatakan bahrva Peng
adilan Niaga telah lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan peraturan perundang-undangan
yang mengancam batalnya Putusan yakni

16 Putusan Pengadilon Niaga dalam PT Bank Niaga, Tbk. v PT Barito

Pacific l imb€r, Tbk., No o-?/Pailit 002/fN.Niaga/Jkt.Pst

kurang lengkap memberikan pertimbangan
hukum (onuoeldende gemotiaiseer d), karena
sengketa hukum (legal dispute) tentang pen-
janiian menjadi gugur atau masih terkait
sangat erat dengan gempa bumi di Mangole,
Maluku Utara pada 29 November 1998 yang
bersifat absolut (mutlak). Menurut pendapat
satu hakim Agung ini lebih lanjut keadaan
memaksa tersebut telah disepakati oleh
PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Barito Paciiic
Timber, Tbk. dalam Rapat Umum Peme-
gang Obligasi 19 Februari 2001 dan 27 Juni
2001,, yang disetujui melalui restrukturisasi
obligasi. Gempa bumi di Maluku tersebut
merupakan suatu keadaan yang sudah di-
ketahui secara umum (notoir feif), sehingga
merupakan suatu keadaan yang penilaian
hasil oembuktiannva tidak tunduk keadaan
memaksa, dalam hal ini adalah keadaan
memaksa relatif. karena keadaan ifu telah
berhenti sekitat 1999 /2000, jauh sebelum
permohonan pernyataan pailit diajukan
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada 29 Januari 2002.
Karena keadaan memaksa bersifat relatif
itulah, maka pe4anjian antara PT Bank
Niaga, Tbk. dan PT Barito Pacfic Timber, Ttrk
dianggap masih ada dan masih dapat dituniut
pemenuhannya. Dengan tidak dipenuhinya
kewaiiban PT Barito Pacific Timber Tbk,
membuktikan bahrva PT Barito Pacific Timber
Tbk, tidak mempr:nyai iktikad baik untuk
melaksanakan petjanjianny a. Pengadilan
Niaga telah melampaui batas wewenangny4
mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (3)
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 per-
mohonan pemyataan pailit harus dikabulkan
apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persvaratan
untuk dinyatakan pailit terpenuhi, Tugas ini
merupakan suatu kompetensi afbakening,
suatu tugas Pengadilan Niaga yang harus
dipenuhi dengan seksama (tidakboleh lebih
atau kurang), yangpada asasnya Pengadilan
Niaga tidak boleh mendengarkan saksi-saksi
ahli dalam pemeriksaan di persidangan
yang tidak berhubungan langsung dengan
Pasal 1 ayat (1) Unclang-Undang No. 4 Ta-
hun 1998, sehingga pembuktian sederhana
dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.
4 Tahun 1998 meniadi terbelah, rancu, dan
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kehilangan makna.17

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan
kembali pun sependapat dengan putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena pem-
buktian utang yang jatuh tempo dan dapat
ditagih, berkaitan dengan adanya keadaan
memaksa tidak dapat dibuktikan secara
sederhana.r8 Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan peninjauan kembali
yang diajukan oleh PT Bank Niaga TbK tidak
beralasan sehingga harus ditolak. Dengan
demikian, PT Barito Pacific Timber, Tbk.
tidak dinyatakan pailit.

Pada kasus lair! yaitu dalam Tim Likuidasi
Bank Harapan Sentosa a. PT Osaka lndah,re
Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan
Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
mempunyai pandangan yang sama dengan PT
Bank Niaga, Tbk. a. PT Barito Pacifc Tirnber, Tbk.
Akan tetapi Mahkamah Agung pada tingkat
peninjauan kembali berpendapat berbeda
dalam melihat dalii keadaan memaksa sebagai
oembelaan debitor untuk tidak memenuhi isi
perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor
dan debitor serta disahkan oleh Pengadilan
Niaga.

Perkara ini beran'al dari permohonan per-
nyataan pailit yang diaiukan oleh Tim Likui-
dasi Bank Harapan Sentosa terhadap PT
Osaka Indah. PT Osaka Indah selaniutnva
mengaju kan permohonan Penundain Ke-
wajiban Pembayaran Utang. Prmes perdamai-
an dalam rangka Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang antara debitor dan
kreditor mencapai kesepakatan yang dituang-
kan dalam Perjanjian Perdamaian 30 Oktober
2000.20 Berdasarkan perdamaian tersebut
debitor sepakat untuk memenuhi kewajiban-
nya secara mengangsur setiap bulamya
seiama 36 bulan sampai dinyatakan lunas
oleh kreditor. Debitor teiah melaksanakan
angsuran pelunasan sampai a ngsu ra n
ke13. Seiak Tanuari 2000 debitor teiah lalai

f7 Putrisan Mahkamah Agung dalam Pf Bdrl A'iuga, Tbk. t' PT Barito
Pactfc Tinber Z6,t , No. 09,49N/2002 .

l8 Putusad ltlahkamah Agrmg dalam PT 8a k Niaga, Tblr i) PT Bafito
Pocifc Tinl'er, Tbh., No. l3/PK^\1/2002.

l9 Putusan PeDgadilarNi:a8a.d^lamIi'ir Liktidasi tsa k Harapan Sentosa
v. PT Osaka lndoh, No. lSPailit/2000,PN.Niaguk.Pst.

20 Perdamaian initelah disahkan pada2 November2000 dengan Pulusan
Pengadilan Nlaga No. 06DKPtI,20001PN.Nisea,4kt.Pst.

membayar angsuran kewalibarrnya kepada
kreditor sesuai Perjanjian Perdamaian.
Kreditor telah mengirimkan surat teguran
atau somasi agar debitor segera membayar
angsurannya yang sudah terlambat, namun
tidak ditanggapi. Berdasarkan Perjanjian
Perdamaian apabila debitor la1ai, maka Per-
janjian Perdamaian dapat dinyatakan batal
demi hukum. Selanjutnya kreditor mengaju-
kan permohonan pembatalan perdamaian
kepada Pengadilan Niaga. Permohonan
pembatalan perdamaian ini ditolak oleh
Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan
terhentinya pembayaran angsuran bukan
karena iktikad tidak baik dari debitor, tetapi
semata-mata karena keadaan di luar kemam-
puannya/ yakni adanya Surat Keputusan
Menteri Kehutanan serta debitor sedans
berusaha mengalihkan kegiatan usalranyi
dari bahan baku yang menggunakan bahan
dasar kayu ramin menjadi kayu agathis. Di
samping itu debitor telah pula melakukan
Penawaran PemDayaran angsuran yang
tertunggak dengan cara menyerahkan cek
dan bilyet giro Bank Haga untuk waktu
pembayaran lima bulan.
Mahkamah Agung menolak permohon-
an kasasi yang diajukan oleh kreditor
dengan pertimbangan kelalaian debitor
tidak melakukan sesuatu yang disanggupi
berdasarkan Perjanjian Perdamaian, dan
meskipun telah diperingatkan secara tertr,rlis
telah disangkal oleh debitor. Terhentinya
pembayaran angsuran disebabkan keluar-
nya Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia tentang Pemanfaatan
dan Peredaran Kayu Ramin sebagai suatu
keadaan memaksa sebagaimana ditentu-
kan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan
adanya Surat Keputsan Menteri Kehutanan
Republik Lndonesia maka suatu keadaan me-
maksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak
tunduk pada pemeriksaan kasasi. Namun
demikian, pengakuan debitor tidak memiliki
i ktikad burukunhrk tidak membayarpinjaman-
nya kepada kreditor mengingat jaminan
milik kreditor masih ada dan debitor masih
berusaha untuk mengalihkan usahanya,
serta menawarkan pembayaran angsuran
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yang tertunggak berupa cek Ban& Haga 12
September 2002 sebesar Rp 244.762.852,00
membuktikan pula keluamya suatu keadaan
memaksa bukanlah bersifat mutlak, melain-
kan suatu keadaan memaksa yang relatif.
Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukurn
Perdata menyatakan suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang secara
tegas dinyatakan dalam perjanjian, melain-
kan iuga untuk segala sesuafu yang menurut
sifat perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan.
kebiasaan dan undang-undang, serta sesuai
dengan Pasai 1338 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang menyatakan
semua perjanjian harus dilaksanakan dengan
iktikad baik. Maksud dari ketentuan tersebut
adaiah bahwa pelaksanaan perjanjian harus
berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan
dan kesusilaan agar tuntutan keadilan ter-
penuhi, di samping memenuhi kepastian
hukum. Namun memenuhi perjanjian,
janganlah meninggalkan kaidah keadilan
dan kepatutan. Iktikad baik memang tidak
dapat menyingkirkan sama sekali suatu
kewajiban kontraktual yang menjadi isi
perjanjianberupa pembayaran angsuran dan
berdasarkan dalil ini dan Pasal 160 ayat (1)
dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun
1998 seharusnya berdasarkan jabatan hakim
dalam putusan memerintahkan agar supaya
debitor dihukum untuk tetap melakukan
pembayaran angsuran kepada kreditor
selambaf lambatrya satu bulan sesudah
putusan berkekuatan tetap. Sebab bila tidak,
kepastian hukum dari putusan No. 06/
PKPU/2000/PN.Niaga/ftt Pst mmimbulkan
situasi konflik dengan keadilan sebagai
kesadaran hukum masyarakat. Mahkamah
Agung meskipun menolak permohonan
pembatalan perdamaian, menyatakan debitor
dihukum untuk melakukan pembayaran
angsuran berdasarkan perd amaian selambat-
lambatnya dalam waktu safu bulan sesudah
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan menetapkan bila debitor tidak memenuhi
ketentuan pembayaran angsuran maka debitor
dinyatakan dalam keadaan pailit.zl
Mahkamah Agung dalam putusan penin-
jar.ran kembali menerima keberatan kreditor

2l Putusan Mahkamah AgunB dalam ?],'/ Iilltd.lJi Bank H$apM Sentosa
(dulah likuida:i) t. PT Osaka Indah,No.71 Kft.lDjAz.

terhadap putusan kasasi dan menyatakan
terdapat kesalahan berat dalam penerapan
hukum dengan pertimbangan Pasal 276
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mem-
berikan kemungkinan bagi kreditor untuk
memohonkan pembatalan perdamaian
yang telah disahkan. Terhadap permohonan
pembatalan perdamaian Mahkamah Agung
dalam putusarmya telah menolak permohon-
an kasasi dari kreditor densan ketentuan
debitor dihukum untuk melakukan pem-
bayaran angsuran berdasarkan perdamaian
dan bila debitor tidak memenuhi ketentuan
tersebut maka ia dinyatakan pailit. Putusan
temebut di satu sisi menolak permohonan
pembatalan perdamaian, namun di sisi lain,
dengan dinyatakan debitor pailit bila tidak
melakukan pembayaran angsuran, seharus-
nya permohonan pembatalan perdamaian
tersebui dikabulkan. Selain itu sesuai dengan
Pasal278 Undang-Undang No.4 Tanun 1d98,
putusan permohonan perdamaian tidak
dapat diajukan kasasi. Namun, dalam putus-
an yang dimohonkan peninjauan kembali
terdapat kesalahan berat dalam penerapan
hukum sehingga putusan tersebut harus di-
batalkan. Mahkamah Agung akan mengadili
lagi dengan pertimbangan Pasal 286 ayat (1)
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang
merumuskan terhadap putusan Pengadilan
Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap
dapat diajukan peninjauan kembali kepadl
Mahkamah Agung. Oleh karern ih.r permohon-
an peninjauan kembali dapat dipiriksa dan
diputus oleh Mahkamah Agung. Permohon-
an yang diajukan adalah pembatalan per-
damaian yang telah disahkan, dengan alasan
debitor lalai memenuhi isi perdamaian,
sehingga kepada debitor diletakkan beban
untuk membuktikan perdamaian sudah di-
penuhinya. Kreditor telah mendalilrkan dan
tidak dibantah oleh debitor, sehingga terbukti
debitor telah tidak memenuhi isi oerdamaian
tersebut terlepas dari apapun alasarurya. Dargan
dernikiarl permohonanpernbatalanperdamaian
dapatdikabulkan dan debitor dinyablan pailit.z

Berdasarkan dua kasus tersebut, dapat
dikatakan bahwa di Mahkamah Agung tidak
f: Pr,r,* Mrhi rjntltAg.r,tg pada I in€ikat peDr nJauan kcmbal dalarn 7101

LtkutJusiBank HarapanSentosa ldala ltkutd.l\t) y Pt Osola tndah-
No. 01 PK.4l/2003.
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terdapat kesa hr an pend apa t da lam merrilai suatu
peristiwa hukum-tertentu. Hakim Mahkamah
Agung tidak memiliki penilaian yang sama
diao.lmetl"tat aan mempirtimban glian lieadaan
memaksa dalam permohonan pernyataan
pailit. Berkaitan dengan keadaan memaksa
bblekril dulum PT Battk Ningo Tbk, u. PT Barito
Pqcific Timber Tbk, Majelis Hakim menyatakan
utang debitor belum jatuh tempo dan tidak
dapat ditagih, karena perlu pembuktian di
Peiread ilai Negeri terhadap dampak akibat
adaiva keadaai memaksa ilu. Sementara ifu,
dalail Tim L{kuidasi Bank Harapan Sentosa a' PT
Osr*n lndah,Maielis Hakim menerima keadaan
memaksa subjekti{, tanpa meminta adanya
pembuktian keadaan memaksa di PengadiJan
Negeri terlebih dahulu.

Selantutnya berdasarkan Undang-Undang
No. 37 Tahun 20O4 permohonanpemyataan paiJit
dikabulkan apabila "debitor tidak membayar
lunas sedikihrya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih."zs Pengertian utang
dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
adalah pengertian yang luas, yaitu "utang
adalah kewajiban..., yang timbul karena
perjarr jian a ta u undan g-un dang'.." z+ Undan g-
iJndang No. 37 Tahun 2004 juga menentukan
yang dlmaksud dengan "utang yang iatuh
wak-tu dan dapat ditagih" adalah kewajiban
untuk membayar utang yang telah jatuh
waktu baik karena telah diperianjikan; karena
percepatan waktu penagihannya sebagaimana
hlperianjikan; karena p-engenian sanksi atau
denda oleh instansi yang berwenanS; maupun
karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis
arbitrase.2s

Contoh dalil keadaan memaksa pada masa
berlakunya Undang-Undang No' 37 %hun 2004

dapat ditemukan dalamPT Panfu Itstari lnlerrursa

,,.7T Plo"o lndonesia Tbk. PT Panin Lestari
lrtemusa menunjuk keadaan memaksa relatif,
yalcri pemu hrsan perjanjian sewa tempat usaha
bleh pT Plaza Indonesia Realty Tbk terhadap
PT Panin Lestari hltemus a pada 28 Februari
2Cf,7. Plaza krdonesia ingin mengubah konsep
gerai dari faod hall meniadi good hall ,gourmet.
Keadaan memaksa yang menimpa klierLnya
tidak dapat dihindari, yaitu akibat perubahan
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23 Pasal 2 ayar ( I ) U ndang-Undang No. 37 Tahu 200't

24 Pasal I angka 6 Utdang"Undang No. 3? Tahun 2004.

25 Penjela.san Pasal 2 ayat ( l ) Undang-Undang No 37 Tahun 2004

undang-undang.26 Menurut Hakim, rencana
pemutusan perianiian sewa telah diketahui
iejak 16 Oktober 2006. Sampai dikeluarkan
surat Pemutusan Hubungan Kerja pada 28
Februari 2002 pengusaha dianggap Maielis
Hakim mempunyai waktu cukup lama tmtuk
memikirkan cara agat tetap memPekerjakan para
karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu
Trdak Tertentu (PKWTT). Alasan diputuskannya
perjanjian sewa sebagai /orce majcure oleh PT
i'a-riin i-estari Intemusl tiiak diteinukan dalam
berkas iart'aban secara rinci. Demikian pula
saat perundingan bipartit dan proses mediasi.
Namr.rn, ketika persidangan, alasan keadaan
memaksa muncul.z7 Terhadap kasus ini, Hakim
berpendapat alasan keadaan memaks aataufmce
majeure harus dttolak

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat,
d,alam Pioneer Ina. Seras, p. Brunswick Assocs.,

Bankruptcy Courl menyatakan dengan adanya
keadaan memaksa (Acf of God) atau keadaan
lain di luar kekuasaan debitor, maka debitor
harus dilindungi dengan memperbolehkarurya
untuk menemukan bukti adanya alasan
kelalaian yang dapat dimaafkan atau" excusable

neglect,"z8 Dalam kasus General Motors Corp.,
de,-bitor dibebaskan untuk tidak rnemenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksudkan
dalam kontrak, karena adanya keadaan
memaksa mrtlak (inryosslbili ty). Meskipun
demikian, pembebasan pelaksanaan kontrak
karena keadaan memaksa dibatasi terhadap
kerusakan yang disebabkan oleh suatu Ac,
of God. Hakim berpendapat bahwa "The
tazo is well-estnblishdd that 

-economic liabilily
to perform contractual obligations, eaen to the
exient of insolaency or bnnkruptcy, is simply
not a ailid basis for excusing compliance...."2e
Selanjutnya tltc Ninth Circuit Bankrtrptcy
Anpeilate- Panels dalam kasus Edelman.
br-;ipendapat bahwa Bnnkruptcy Court tidak
meinpunyai diskresi untuk'memperluas
jangka waktu dan menahan alasan kelalaian
yarig dapat dimaafkan (excusable neglect)
jika kelal-aian iersebut terdapat dalam kasus

26 hlrp.//www hukumonlrnc com/dclril.asp )rd- | 72 I c&cl-Bcrila-
''Pdngusaha Harus Bcrusaha HIndar, PHk Pulusan Plll.'- Akses
23 Juli2007.

27 hID.//www.hukunronlrne.ronr/delail ssp)rd=16709&(l=Ferila.
' F,irce Majeur Relutif Mun!uldahm Kasis PIlK Kiryot!3nSogo'
Akses l4 Mei 2007.

28 Pioneer Inv. S€r!s. v. BrunswiDkAssocs, 507 U.S.: 194.

29 General Motors Corp., 90 11. Supp. 2d: 87?.
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Chapter 11 Bankruptcy Code. Dalam perkara
latn, B ankrup t cy Appellat e P anels membenarkan
dalil yang diajukan oleh debitor dengan
alasan bahwa tidak dapat dilaksanakannya
prestasi atau debitor tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada 18 Januari 1994, karena
terjadi gempa bumi.:o

Keadaan seorang debitor yang
kesulitan membayar kewajibannya tidak
mempengaruhinya untuk melaksanakan
kewajibannya tersebut Namun, dalam hal-hal
tertentu, jika debitor tetap dipaksakan melunasi
kewajibannya, maka dapat menimbulkan
suatu ketidakadilan. Untuk itu seiak 1992.
sesuai dengan kebutuhan dalam'praktik,
perkembangan hukum kontrak di Belanda
menentukan bahwa pembatalan suatu perjanjian
timbal balik dimungkinkan dalam hal keadaan
memaksa. Artinya jika ada peristiwa yang tak
dapat dipertanggungjawabkan kepada salah
satu pihak dan peristiwa itu di luar kemampuan
para pihak, maka pelaksanaan perianjian timbai
balik dapat dibatalkan.3l

Kesim pulan

Undang-Undang Kepailitan tidak
memberikan penjelasan yang rinci, apakah
utang yang waktu selalu dapat ditagih.
Hakim Mahkamah Agung tidak memiliki
penilaian yang sama dalam melihat dan
mempertimbangkan keadaan memaksa dalam
permohonan pernyataan pailit. Berkaitan
dengan keadaan memaksa objektif dalam PT
Bank Ninga Tbk, a. PT Barito Pacific Timber Tbk,
Majelis Hakim menyatakan utang debitor
belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih,
karena perlu pembuktian di Pengadilan Negeri
terhadap dampak akibat adanya keadaan
memaksa. Sementara itu, dalam Tim Likuidasi
Bank Hnrnpan Smtosa u. PT Osakn lndah,Majelis
Hakim menerima keadaan memaksa subjektif,
tanpa meminta adanya pembuktlan keadaan
memaksa di Pengadiian Negeri terlebih
dahulu. Selaniutnva dalam PT Panin Lestari

^'- ^irnrcrnusa p. p t rrlzn tnaotresin TDk., hakim
berpendaoat alasan keadaan memaksa atau
forfe majette rclatif yakni pemutusan perjanjian
sewa tempat usaha harus ditolak.

30 In rc Edelnan,z31 R R. l,t6 (llank. 9th Cn.. 1999).

ll Huizink, larohafirie, Aiih Bahasa Linus Doludi a$4, Jal€rta: Puqal Stldi
Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Llniversitas Indonesia, 2004:
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